ANGGARAN DASAR
PERUBAHAN PERTAMA
PERKUMPULAN FLOWER ACEH
PENDAHULUAN
Pancasila dan UUD 1945 tidak membedakan hak dan kewajiban antara warga negara laki-laki dan perempuan sebagai perencana, pelaksana dan penerima manfaat pembangunan.Namun dalam realitas hal tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia didalam berbagai aspek pembangunan, begitu pula yang terjadi di Aceh.
Budaya partriarki yang masih kuat saat ini di Aceh, berkontribusi dalam  menimbulkan kesenjangan sosial dan  kekerasan terhadap perempuan. Operasi militer yang berkepanjangan juga menimbulkan dampak yang sangat serius dalam pemenuhan hak masyarakat, hak perempuan, hak sipol  dan hak ekosob.

Selain itu, marginalisasi hak perempuan termasuk kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun masyarakat banyak terjadi.Kasus-kasus kekerasan perempuan muncul ke permukaaan yang perlu disikapi dan direspon.Di sisi  lain, akses dan kontrol perempuan dalam sumber daya yang juga relatif masih kurang.  Demikian juga kebijakan, partisipasi, akses serta kontrol perempuan, termasuk kontrol atas implementasi kebijakan publik berkenaan dengan kebijakan Syariat Islam masih dirasa kurang optimal.Hal itu juga tercermin dengan substansi kebijakan-kebijakan yang masih kurang mengedepankan penegakan hak perempuan, sehingga menjadi penting dalam proses-proses pembuatan dan kontrol atas implementasi kebijakan publik perlu terus menerus didorong.

Karena situasi diatas Flower Aceh yang merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bekerja di Acehdan mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, akan mengkonsentrasikan diri pada upaya pembelaan dan penegakan hak-hak asasi perempuan melalui berbagai cara seperti upaya penguatan kelompok-kelompok perempuan, melakukan kampanye isu penegakan hak-hak perempuan, melakukan pendidikan perempuan dan  mendorong  kesadaran kritis bagi perempuan  serta melakukan pembelaan atas kasus-kasus atas pengabaian hak-hak perempuan  menjadi tatap urgen dan mendesak.  Flower Aceh  lahir pada tanggal 23 September 1989 berbentuk yayasan dan dirubah menjadi  perkumpulan pada tanggal  31 Januari 2009.
Berdasarkanberbagai kondisi dan permasalahan yang disebutkan diatas maka perkumpulan Flower Aceh akan fokus pada isu-isu strategis mendorong lahirnya kebijakan untuk pemenuhan hak perempuan dan penguatan kapasitas perempuan melalui peningkatan profesionalisme kelembagaan  perkumpulan.
BAB I

NAMA, BENTUK, LAMBANG ,WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Perkumpulan Flower Aceh.  Selanjutnya disingkat  denganFlower Aceh.

2. Organisasi ini berbentuk perkumpulan terbatas.

3. Lambang Flower Aceh digambarkan dengan huruf f yang ditulis secara berhadapan sehingga membentuk huruf A,   berwarna ungu diatas dasar putih serta diatas ditulis Flower dan dibawahnya ditulis Aceh. 
4. Flower Aceh didirikan pada tanggal 23 September 1989,di Banda Aceh untuk waktu yang tidak ditentukan.

5. Flower Aceh berkedudukan  di Banda Aceh dan apabila dibutuhkan dapat membuka cabang-cabang di wilayah lain di Provinsi Aceh. Apabila dalam keadaan darurat, maka kedudukan dapat dipindahkan ke salah satu daerah di wilayah Aceh.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Flower Aceh berasaskan hak asasi manusia (HAM), hak asasi perempuan (HAP), kesetaraan dan keadilan gender 
Pasal 3
Tujuan
Terwujudnya tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan.
BAB III

KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan diatas Flower Aceh melakukan kegiatan utama sebagai berikut:
1. Memperkuatdan mendorong perwujudan hak-hak dasarperempuan marginal dalam bidangkesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
2. Memperkuat partisipasi perempuandalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya.

3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. 

4. Mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait kelembagaan.
5. Melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan.
6. Memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Flower Aceh.
7. Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.
BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan perkumpulan terdiri dari :
1. Para Pendiri perkumpulan yaitu :

1) Elvida
2) Erwin Setiawan

3) Fitriana

4) Jawarah

5) Suraiya Kamaruzzaman
2. Individu dari berbagai kalangan yang memiliki kepedulian serta komitmen terhadap persoalan ketidakadilan dan diskiriminasi yang dialami  perempuan serta berupaya aktif untuk melakukan perubahan sesuai visi dan misi yang ditetapkan perkumpulan. 
3. Keanggotaan perkumpulan terdiri dariperempuan dan laki-laki dengan maksimal keanggotaan laki-lakiadalah  30% laki-laki dari keseluruhan anggota.
Pasal 6
Persyaratan Keanggotaan
1. Individu dari berbagai kalangan yang telah memperjuangkanhak asasi perempuan dan atau hak asasi manusia serta demokratisasi secara konsisten minimal 2 tahun.

2. Telah mendapat rekomendasi minimal dari 2 orang anggota. 

3. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Flower Aceh.
4. Menyetujui dan mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga ART), Kode Etik dan peraturan-peraturan FlowerAceh.

5. Minimal berusia 18 tahun.
6. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI atau anggota kelompok bersenjata (milisi).
Pasal 7
Pengesahan Anggota

1. Pengesahan keanggotaan dilakukan pada Musyawarah Besar Anggota Anggota dan di Rapat Tahunan Anggota.

2. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Flower Aceh.
Pasal 8
Hak dan Kewajiban Anggota
I. Hak Anggota
Anggota Perkumpulan memiliki hak :

1. Berbicara, memberi suara, pelimpahan suara, memilih, dan dipilih menjadi Pelaksana Harian dan Dewan Pengawas Flower Aceh.
2. Merekomendasikan  calon anggota maksimal 4 (Empat) orang dalam satu periode kepengurusanFlower Aceh.  
3. Mendapatkan informasi tentang perkembangan Flower Aceh.

4. Memperoleh peningkatan kapasitas.

5. Menggunakan   fasilitas Flower Aceh untuk kepentingan perkumpulan.
6. Memperoleh dukungan dan pembelaan dari Flower Aceh sehubungan dengan resiko atas pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diperkumpulan.

7. Membela diri dalam hal terjadinya dakwaan pelanggaran AD/ART atau kode etik Flower Aceh terhadap dirinya.

8. Mengikutikegiatan yang dilaksanakan oleh Flower Aceh. 
9. Mengusulkan terselenggaranya Musyawarah Luar Biasasesuai dengan tatacara yang diatur dalam AD/ART.
10. Tata cara pelaksanaan pemenuhan hak anggotaakan diatur dalam ART.
II. Kewajiban Anggota

Anggota perkumpulan memiliki kewajiban:
1. Mengembangkan sikap, dan tindakan yang sesuai dengan azas,tujuan,kegiatan serta Kode Etik Flower Aceh.
2. Membangun dan menjaga nama baik Flower Aceh.

3. Menjalankan kebijakan dan keputusan Flower Aceh yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, yang disahkan pada Musyawarah Besar Anggota.
4. Mensosialisasikan azas, tujuan,kegiatanFlower Aceh kepada pihak-pihak yang berhubungan  dengan perkumpulan.

5. Menghadiri rapat rapat anggota .

6. Membayar  iuranFlower Aceh. 

7. Memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Etik bila mengetahui adanya pelanggaran azas,tujuan, kegiatan dan  kode etik Flower Aceh yang dilakukan oleh anggota.

8. Tata cara pelaksana akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9
Berakhir Keanggotaan
KeanggotaanFlower Aceh dengan serta merta berakhir apabila anggota yang bersangkutan:
1. Meninggal dunia.

2. Mengundurkan diri.

3. Hilang ingatan/menderita gangguan jiwa atau berada di bawah pengampuan.

4. Flower Aceh membubarkan diri.

5. Telah bergabung menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI atau anggota kelompok bersenjata (milisi).
Pasal 10

Pemberhentian Anggota
1. Terbukti melakukan pelanggaran AD dan ART diberhentikan keanggotaannya berdasarkan keputusan MUSTA atau MUBES.
2. Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Flower Aceh dan diberhentikan keanggotaannya berdasarkan keputusan Dewan Etik dan disahkan pada MUSTA atau MUBES.
3. Tidak aktif sebagai anggota selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
4. Tatacara pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11
Struktur Flower Aceh terdiri dari Musyawarah Besar Anggota (MUBES),Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB),MusyawarahTahunan Anggota (MUSTA), Dewan Pengawas, Badan Pelaksana.
Pasal 12

Musyawarah Besar AnggotaFlower Aceh
1. Musyawarah Besar AnggotaFlower Acehadalah pelaksana kedaulatan anggota dan merupakan forum pengambil keputusan tertinggi.

2. Musyawarah Besar AnggotaFlower Aceh selanjutnya disingkat menjadi MUBES Flower Aceh.

3. MUBESFlower Aceh diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

4. Peserta MUBES Flower Aceh adalah anggota dan peninjau.
5. MUBESFlower Aceh menjadi tanggung jawab dewan pengawas yang dalam pelaksanaannya secara teknis menjadi tanggung jawab pelaksana harian
6. Pemberitahuan penyelenggaraan MUBESFlower Aceh dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan MUBESFlower Aceh.
7. MUBESFlower Aceh sah bila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota perkumpulan.
8. Keputusan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang sah dalam MUBESFlower Aceh.
9. Apabila qorum sidang pertama seperti yang dimaksud dalam ayat (7) tidak tercapai, maka pimpinan sidang wajib men-skors sidang selama 1 kali 30 menit untuk mengupayakan kehadiran anggota dalam rapat, apabila qourum belum terpenuhi maka pimpinan sidang akan men-skors sidang kedua selama 1 kali 15 menit. Apabila pada skors sidang yang kedua tidak memenuhi quorum, maka keputusan-keputusan yang ditetapkan dinyatakan sah.

10. Keputusan-keputusan mengenai hasil verifikasi dewan etik terhadap anggota dilakukan secara tertutup  dalam sidang yang hanya di hadiri oleh anggota.
11. Setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dan dilakukan secara langsung dan terbuka.
12. Hal-hal yang belum diatur menyangkut penyelenggaraan MUBES Flower Aceh akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Musyawarah  Tahunan Anggota (MUSTA) Flower Aceh
1. Musyawarah Anggota Tahunan adalah forum pengambilan keputusan tertinggi setelah Musyawarah Besar Anggota.

2. Musyawarah Anggota Tahunan Flower Aceh selanjutnya disingkat menjadi MUSTA Flower Aceh.

3. MUSTA Flower Aceh diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.yang dilaksanakan selambat-lambatnya  bulan Februari setiap tahunnya
4. Peserta MUSTA Flower Aceh adalah anggota dan  peninjau.

5. Pemberitahuan penyelenggaraan MUSTA Flower Aceh dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan MUSTA Flower Aceh.
6. MUSTA Flower Aceh menjadi tanggung jawab dewan pengawas yang dalam pelaksanaannya secara teknis menjadi tanggung jawab pelaksana harian.
7. MUSTA Flower Aceh sah bila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota perkumpulan 
8. Keputusan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang sah dalam MUSTA Flower Aceh.
9. Apabila qorum sidang pertama seperti yang dimaksud dalam ayat 7 tidak tercapai, maka pimpinan sidang wajib men-skors sidang selama 1 kali 30 Menit untuk mengupayakan kehadiran anggota dalam sidang apabila qourum belum terpenuhi maka pimpinan sidang akan menskor sidang kedua selama 1 kali 15 menit. Apabila pada skors sidang yang kedua tidak memenuhi qorum sidang maka keputusan-keputusan yang ditetapkan dinyatakan sah.
10. Keputusan- keputusan mengenai hasil verifikasi dewan etik terhadap anggota dilakukan secara tertutup  dalam sidang yang hanya di hadiri oleh anggota
11. Hal-hal yang belum diatur menyangkut penyelenggaran MUSTA Flower Aceh akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 14

Dewan Pengawas
1. Dewan Pengawas adalah anggota yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Besar AnggotaFlower Aceh.
2. Masa kepengurusan Dewan Pengawas  untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan  hanya dapat dipilih kembali untuk satu (1) periode berikutnya.

3. Dewan Pengawas minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan maksimal  5 orang. 

4. Tata cara pemilihan Dewan Pengawas akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15

Pelaksana Harian
1. Pelaksana Harian terdiri dari Direkturpelaksana danstaf. 
2. Direktur Pelaksana Flower Aceh adalah perempuan yang dipilih, diangkat dan  diberhentikan oleh MUBES Flower Aceh.
3. Masa kerja Direktur Pelaksana untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan  hanya dapat dipilih kembali untuk satu (1) periode berikutnya.

4. Kriteria, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentianDirektur Pelaksanadiatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Fungsi dan kewenangan MUBESFlower Aceh
1. Sebagai pengambil keputusan tertinggi.

2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direktur Pelaksana. 

3. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direktur Pelaksana.
4. Merubah, meninjau ulang dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

5. Menerima, memberhentikan dan  mengesahkananggota.

6. Merumuskan dan Menetapkan garis-garis  besar program  kerja dan kebijakan-kebijakan Flower Aceh.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan Flower Aceh selama 1 periode.
8. Mengesahkan cabang yang telah memenuhi kriteria.
Pasal 18

Fungsi dan kewenangan MUSTA Flower Aceh
1. Sebagai pengambil keputusan tertinggi setelah MUBES Flower Aceh.

2. Meminta, menerima, dan menolak laporan perkembangan Flower Aceholeh Dewan Pengawas dan Direktur Pelaksana.

3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Flower Aceh untuk periode satu tahun.

4. membahas dan mengesahkan Anggaran Rumah Tangga.

5. Membahas dan mengesahkan hasil kerja tahunan  Dewan Pengawas,Direktur Pelaksana dan Dewan Etik .
6. Mengesahkan Rancangan Program dan Anggaran Tahunan Flower Aceh tahun berikutnya.
7. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian anggota.  
8. Mengesahkan pergantian antar waktu Dewan Pengawas dan Direktur Pelaksana.
9. Tata cara pergantian antar waktu akan di atur  dalam Anggaran  Rumah Tangga.
Pasal 20
Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas
1. Membahas dan menyetujui rencana kerja dan anggaran 1 periode, rencana kerja 1 (satu) tahunan, rencana kerja 6 (enam) bulanan yang diajukan oleh Direktur Pelaksana
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program oleh Badan Pelaksana sesuai dengan AD/ART Flower Aceh.
3. Bersama Direktur Pelaksana menyelenggarakan rapat koordinasi  3 bulanan  Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana
4. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi,  internal audit terhadap pengelolaan program dan keuangan Flower Aceh sesuai dengan kebutuhandan dapat menunjuk beberapa ahli/pemeriksa untuk melakukan tugas pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.
5. Mengundang rapat mengajukan pertanyaan dan meminta keterangan lisan atau tertulis dari Direktur Pelaksana  yang berhubungan dengan Flower Aceh.
6. Memeriksa surat-surat dan berkas-berkas atau warkat lain yang berhubungan dengan ikhtiar dan kegiatan Flower Aceh.
7. Bersama dengan Direktur Pelaksana mengelola penggalangan dana
8. Meminta dan menerima laporan 6 bulanan, memeriksa, mengajukan pertanyaan klarifikasi dan memberikan saran kepada Direktur Pelaksana.

9. Mendukung dan terlibatdalam proses penggalangan dana dan kemandirian Flower Aceh bersama dengan Direktur Pelaksana.

10. Membuat kebijakan organisasi bersama dengan Direktur Pelaksana.
11. Melakukan konsolidasi anggota Perkumpulan Flower Aceh.
12. Membangun mekanisme keterlibatan anggota dalam perkumpulan Flower Aceh.
13. Tata cara pelaksanaan angka 4,5,6,7,9, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Flower Aceh.

Pasal 21

Kewajiban Dewan Pengawas
1. Melakukan rapat pleno Dewan Pengawas 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada anggota yang disampaikan pada MUSTA dan MUBES Flower Aceh.
3. Bersama Direktur Pelaksana bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Musyawarah Anggota.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada MUBES Flower Aceh.

Pasal 22

Hak Dewan Pengawas
1. Memperoleh biaya operasional dan Flower Aceh fasilitas kerja dalam  menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan kondisi  keuangan organisasi. 

2. Membela diri dalam forum-forum  pengambilan keputusan.

3. Memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan risiko dalam menjalankan fungsi dan wewenang.

4. Mewakili organisasi pada kegiatan tertentu. 

5. Tata cara pelaksanaan angka 1,2,3 dan 4 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 23

Fungsi, Kewenangan Direktur Pelaksana
1. Menjabarkan dan melaksanakan mandat Flower Aceh yang ditetapkan dalam MUBES Flower Aceh. 

2. Menyusun rencana kerja dan anggaran 1 periode, 1 tahunan, untuk di bahas dan di setujui pada MUSTA dan 6 bulanan untuk di bahas dan di setujiu oleh Dewan Pengawas.

3. Menyelenggarakan rapat koordinasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

4. Menghadiri rapat pleno Dewan Pengawas apabila diperlukan kehadirannya.

5. Membuat laporan kegiatan 6 bulanan kepada Dewan Pengawas, 1 tahunan kepada Anggot dalam MUSTA Flower Aceh dan pertanggungjawaban kepada Anggota dalam MUBES Flower Aceh serta kepada pihak penyandang dana sesuai dengan kesepakatan kontrak. 

6. Menggalang dana dan kemandirian Flower Aceh bersama Dewan Pengawas.

7. Mengkoordinir pelaksanaan program dan mengelola sumber-sumber pendanaan Flower Aceh.

8. Mengembangkan jaringan Flower Aceh.

9. Bertanggungjawab terhadap pengembangan kapasitas staf pelaksana harian.

10. Menfasilitasi segala kegiatan Dewan Pengawas, Dewan Etik dan kegiatananggota sesuai dengan kebutuhan.
11. Melakukan segala usaha dalam rangka pemeliharaan organisasi dengan  mengacukepada AD, kode etik dan peraturan Flower Aceh lainnya.
12. Tata cara pelaksanaan angka 2 diatur dalam Anggaran Rumah TanggaFlower Aceh.

13. Membuat mekanisme kerja pelaksana harian.

14. Mewakili lembaga untuk menandatangani kontrak dan kerjasama dengan pihak lain.
Pasal 24
Kewajiban Direktur Pelaksana
1. Mempertanggung  jawabkan seluruh kegiatan perkumpulan pada MUSTA dan MUBES Flower Aceh.

2. Bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan pelaksana lainnya. 
Pasal 25

Hak Direktur Pelaksana
1. Memperoleh numerasi,fasilitas pendukung kerja serta cuti.

2. Membela diri dalam forum  pengambilan keputusan.

3. Memperoleh dukungan dan pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang.

4. Tata cara pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 26
Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasaadalah rapat anggota Flower Aceh untuk memutuskan keputusan apabila terjadi situasi darurat yang berpengaruh terhadap kelangsungan Flower Aceh.

2. Musyawarah Luar Biasa Flower Aceh selanjutnya disingkat menjadi MUSLUB Flower Aceh.

3. Apabila semua Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
4. Pembubaran Flower Aceh.

5. MUSLUB Flower Aceh diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 anggota perkumpulan dan disetujui sekurang-kurangnya  2/3 anggota perkumpulan secara tertulis.

6. Peserta MUSLUB Flower Aceh adalah anggota. 

7. MUSLUB menjadi tanggung jawab Anggota yang mengusulkan
8. Pemberitahuan penyelenggaraan MUSLUB  Flower Aceh dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan MUSLUB Flower Aceh.

9. MUSLUB Flower Aceh sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Flower Aceh.

10. Keputusan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 + 1 dari jumlah suara yang sah dalam MUSLUB Flower Aceh.

12. Apabila qorum sidang pertama seperti yang dimaksud dalam ayat 6 tidak tercapai, maka pimpinan sidang wajib men-skors sidang selama 1 kali 30 menit untuk mengupayakan kehadiran anggota dalam sidang apabila qourum belum terpenuhi maka pimpinan sidang akan men-skors sidang kedua selama 1 kali 15 menit. Apabila pada skors sidang yang kedua tidak memenuhi quorum rapat maka keputusan-keputusan yang ditetapkan dinyatakan sah.
11.  Hal-hal yang belum diatur menyangkut penyelenggaraan MUSLUB Flower Aceh akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Kewenangan Musyawarah Luar Biasa
1. Mensahkan pembubaran/perubahan Flower Aceh.

2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar

3. Memberhentikan, memilih dan menetapkan Dewan Pengawas. 
 Pasal 28
Pergantian Antar Waktu
Pergantian antar waktu dilakukan apabila terjadi kekosongan dalam Dewan Pengawas dan Direktur Pelaksana yang diakibatkan oleh :

1. Mengundurkan diri.

2. Meninggal dunia.

3. Hilang ingatan/menderita gangguan jiwa atau berada dibawah pengampuan.

4. Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI atau anggota kelompok bersenjata (milisi)

5. Terbukti melakukan pelanggaran  AD, kode etik atau peraturan Flower Aceh lainnya.

6. Mekanisme pergantian antar waktu di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII 
RAPAT- RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN FLOWER ACEH
Pasal 29
Rapat-rapat pengambilan keputusan perkumpulan terdiri dari:

1. Musyawarah Besar AnggotaFlower Aceh.

2. Musyawarah Tahunan AnggotaFlower Aceh.

3. Musyawarah Luar Biasa Anggota Flower Aceh.
4. Rapat Pleno Dewan Pengawas.
5. Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 30
Rapat Pleno Dewan Pengawas

1. Rapat Pleno Dewan Pengawas adalah rapat internal Dewan Pengawas.
2. Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
3. Penyelenggaraan Rapat menjadi tanggung jawab Ketua Dewan Pengawas.
4. Rapat Pleno Dewan pengawas sah bila dihadiri 2/3 jumlah anggota Dewan Pengawas.
5. Mekanisme penyelenggaraan rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewenangan Rapat Pleno Dewan Pengawas:

1. Menyusun rencana program kerja Dewan Pengawas, kebijakan internal masalah dan perkembangan serta keanggotaan Perkumpulan.
2. Mengeluarkan surat menyurat mengenai anggota.
3. Merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kapasitas Anggota.
4. Merancang sistem monitoring dan pengawasan atas kinerja pelaksanaan program bersama pelaksana harian.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksana program oleh pelaksana harian.
6. Memberikan saran-saran dan rekomendasi kepada pelaksana harian untuk meningkatkan kinerja.
7. Merancang dan membangun mekanisme konsolidasi anggota

8. Mensahkan rencana kerja dan anggaran 6 (enam) bulanan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif.
9. Meminta kehadiran Direktur Eksekutif dan/staf dalam rapat pleno Dewan Pengawas apabila dibutuhkan.

Pasal 31
Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Pelaksana Harian

1. Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif adalah rapat gabungan dewan pengawas dan pelaksana harian.
2. Rapat dilaksanakan Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan satu kali.
3. Rapat dapat diselenggarakan apabila perwakilan minimal 2/3 dari Dewan Pengawas dan Direktur Pelaksana.
4. Mekanisme penyelenggaraan rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewenangan Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Pelaksana Harian:

1. Membahas hasil monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan program dan keuangan.
2. Pembahasan Pengesahan rencana kerja dan anggaran 6 (enam) bulan pelaksana harian.
3. Pembahasan dan Pengesahan  peraturan lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan program.
4. Memberikan masukan kepada pelaksana harian

5. Menetapkan hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk peningkatan kinerja pelaksanaan program.
BAB V
CABANG PERKUMPULAN

Pasal 32
1. Cabang Flower Aceh adalah perwakilan Flower Aceh yang dibentuk di wilayah untuk maksud pencapaian tujuan organisasi.
2. Pembentukan cabang didasarkan pada wilayah administrasi kabupaten/kota, yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Flower Aceh.
3. Syarat-syarat wilayah dapat dibentuk menjadi cabang apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Memiliki anggota aktif sekurang-kurangnya 15 orang. 
b. Dapat membentuk kepengurusan dan berfungsi aktif/efektif.

c. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan diwilayahnya.
d. Mampu menggalang sumber-sumber pendanaan yang berasal dari iuran anggota dan sumber pendanaan lainnya untuk pembiayaan program dan organisasi yang tidak bertentangan dengan visi dan nilai-nilai dasar perkumpulan.
4. Ditetapkan dalam MUBES atau MUSTA Flower Aceh.
5. Tatacara pengaturan pembentukan cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

BAB VIII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 33
1. Kekayaan Flower Aceh adalah seluruh harta benda yang dimiliki organisasi, baik yang sifat  benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
2. Sumber kekayaan dan keuangan Flower Aceh diperoleh dari iuran, sumbangan, hasil usaha Flower Aceh, hibah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3. Flower Aceh tidak dibenarkan menerima hibah dari  individu maupun lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, peng-rusakan lingkungan dan dana yang berasal dari hutang luar negeri.
4. Pengelolaan kekayaan dan keuangan Flower Aceh sepenuhnya digunakan untuk ikhtiar organisasi.

BAB IX
PEMBUBARAN FLOWER ACEH
Pasal 34
Pembubaran Flower Acehhanya dapat dilakukan dalam hal:

1. Flower Aceh memutuskan untuk membubarkan diri.
2. Apabila terjadi pembubaran Seluruh sisa harta kekayaan Flower Aceh akan diserahkan kepada suatu badan yang mempunyai visi dan misi yang sama.
3. Tata cara pelaksanaan pembubaran Flower Aceh diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 35
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur secara tersendiri dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 36
Anggaran Dasar Perubahan pertama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dalam Musyawarah Besar Anggota Flower Aceh II, 
Tanggal 26 Januari 2014, di Banda Aceh
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